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TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.34/Menhut-1I/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Penelitian Kehutanan Manokwari telah ditetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.35/Menhut-1I/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru telah ditetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan
Banjarbaru;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.36/Menhut-1I/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Penelitian Kehutanan Palembang telah ditetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan
Palembang;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.37/Menhut-1I/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Penelitian Kehutanan Makassar telah ditetapkan
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Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan
Makassar;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.38 /Menhut-I1I/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Penelitian Kehutanan Kupang telah ditetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan
Kupang;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.39/Menhut-1I/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Penelitian Kehutanan Manado telah ditetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan
Manado;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.40/Menhut-I1I/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli telah ditetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan
Aek Nauli;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan telah ditetapkan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian
Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan huruf g, sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;
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Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
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Memperhatikan:

Menetapkan

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun
2015;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
Negara  Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian
dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/468/M.PAN-
RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN.
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BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

(1) Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang
penelitian dan pengembangan hutan, hasil hutan,
peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan,
sosial, ekonomi, penyiapan bahan saran kebijakan dan
perubahan iklim yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi.

(2) Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengembangan di bidang hutan, hasil hutan, peningkatan
kualitas dan laboratorium lingkungan, sosial, ekonomi,
penyiapan bahan saran kebijakan dan perubahan iklim serta
melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang
menjadi kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan

Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian
dan pengembangan di bidang hutan, hasil hutan,
peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan, sosial,
ekonomi, penyiapan bahan saran kebijakan dan

perubahan iklim;



